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BAB I 

PENDAHULUAN 

~vlasyarakat dunia sepakat balnva perlindungan hutan tidak saja ditinjau bagi 

( kepentingan suatu bangsa atau negara tertentu yang memiliki hutan saja, akan tetapi 

I mcnyangkut hidup manusia sedunia secara kese\uruhan. Masalah pengamanan dan 

\ pcrlindungan kawasan hutan bukan Iagi hanya masalah satu negara melainkan lebih 

I menjadi tanggungjawah masyarakat dunia. \__/' 

Keru sakan hutan di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh akumulasi 

bnnyak l~ktor yang saling kait mengkait, seperti tidak ditaatinya ketentuan aturan 

tentang pengolahan dan pengerusakan hutan, adanya peraktek pembersihc;.n lahan 

ya r.g menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran asap, praktek penebangan liar 

dan peramb:ih~rn hutan dan berbagai faktor lain yang sangat kompleks.Berbagai kasus 

kerusakan hutan telah banyak diberitakan diberbagai media, namun us::iha itu kurang 

efekti f untuk mencegah maupun mengambil Jangkah meminimalkan kerusakan hutan. V 
Masalah pengelolahan hutan saat ini sangat kompleks dan memerlukan 

penanganan secara terpadu dan komprehensif, untuk mampu melaksanakan 

pengelolahan secara berkelanjutan. Kondisi seperti ini temyata tidak mudah untuk 

menangulanginya, bahkan ada kelompok pengusaha hutan, masyarakat rnaupun 

lerr.baga tetentu yang memanfaatkan hutan untuk meperoleh keuntungan sesaat, 

Tar.pa mnu memperhatikan danpak !.::erusakkan hutan yang terjadi . ~r:.¥L_ 

'--
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dan rnen ga rn:mkan fungsi liutan merupakan ha! yang sangat penting sehab hal itu 

rncnyangk_!:!.lj@at 11idup manusia antar gencrasi . ..____________ -------=-----

CX Salah satu bcmuk ancaman, hambatan dan gangguan dari pdcstarian hutan 

aJalah pcnebangan kayu hutan secara liar yang dilakukan terus menerus yang 

mengakibatkcin hu:a1~ tersebut menjadi gu:1dul tanpa adanya reboisasi atau 

penghijauan kemba!1 tcrhadap bwasan hutan itu sendiri v;mg discbabk.an oleh 

pengusaha pcmegang Hak Penguasa Hutan ( HPH ) yang tidak memenuhi pcraturan 

yang tclah ditetapbn oleh Menteri [(ehutanan. 

D~1ri kenyata.an- kenyataan yang ada rnaka jelaslah bahwa penebangan hutan 

~' ccara liar atau yang akan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan 

terscbut mcn_jadi gundul dan dapat menyebabkan banjimya di kawasan tersebut bila 

huj an turun dan dapat rn-:ru sak lingkungan sekitarnya baih; dika\\·san hutan terse.but 

maupun :rw.syarakat yang mukaim di sekitar hutan. Selain ini juga dapat mcnyebahkan 

kcrugia11 - kerugian baik terhadap pernerintah atau negara r:1aupun pada 

masyarakat. 

l\.fasyarakat ruerupakan pihak yang secara langsung dan tidak langsung 

memperoleh manfaat dari hutan yang berarti mempunyai hak dan kewajiban untuk 

rnelindungi hutan dari kcrusakan yang disebabkan oleh perusahan HPH. 

Salim H.S. Mene1wskan bahwa· 
~- . 

.. Perl u pc ran scrta masyarakat dalam per! indungan hutan adalah \ didasari 
1)Cmikiran bafm:a adan_1,·a pernnan '' I h k t t b t d l ·k t d se uru masyara 'a erse u apat mem 1en ' Ull 
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.) 

inforrnasi kcpada p;;mcrintah Menteri kehutznan dan mengingatkan kesadaran 
masyaraka1 untuk mcncri1na kcputu san. 1

'' 

Setiap keruasakan lingkungan yang di sebabkan oieh perusahaan HPH 

te1·hadap b-.vasan huran dapat menimbulk::m kcrugian , untuk itu masyarakat :naupun 

pcmerint;::h bcrhak mcmrrut ganti rugi kcpada penguasaan HPH tersebut baik melalui 

pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Sc:dangbn apabila dilihat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 

Maka sctiap kerusakan yang dilakukan olch olch pcrbuatan manusia itu dapat 

menycbutkan kcrugian yang dapat pada pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukurn 

Pcrdata yang tcrscbunyi: ··setiap kegiatan yang merugikan bagi orang lain 

diwajibkan kepada para pelaku untuk membayar ganti rugi." 

Pcngcrtian kcgiatan rnelang~ar hukum dalam pasal 1305 Kitab Undang -

Undang !-lukum Perdata mcngandung arti sempit yakni perbuatan yang bertentangan 

ciengan hak orang lain _vang timbul karena undang - undang. Namun dalam 

perkembanganny3 periggan!ian mel'.inggar hukum menganut arti luas sebagaimana 

_yang tercantum ~endorong,. penulis untuk mengangkat judul :Tanggung Jawab 

Perusahan I !PH lerhadap Pengcrusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek 

Perdata. 
r-= s=aer::: . 

A.Pcngertian dan Peneoasan .Judul . ~ 

Sererti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul skripsi liarus 

d11::gaskaii d~n diutinya agar para pembaca tidak menimbu!kan penefsiran atau 

1 
:-; :i::-:im JI S flu.~ar 1!11/11111 f:<'flilh11!011, Sina ; Grafila l 9<J7 him 107 ----------------------------------------------------- 

© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ika Sari - Tanggung Jawab Perusahaan Hak Pengusaha Hutan terhadap Pengerusakan....



4 

p~n ~~crtia11 \' ang hcd~~cb - hc(b dari judul skrirsi ini , J'. m:rna _judul skripsi yang di 

rna ksuJ :.idal::lh "TA i\GGUNG JA WAB PERlJSAHAN HPH TERHADAP 

PENGEl<CS,\KAi\ LINGKlJNGAN Hll.HJP DITIN.JAlJ DARI ASPEK 

H l :KU 1\! !'EH.OAT.\". 

Untuk lebih jeias rnab d1 bahwa ini penulis urnikan pengertian judul ini secara kata 

Jc:m r kata si..'.hagai b..: rikut 

Tanggun g ja\\ab merupakan kc\\ajiban pada setiap individu untuk 

rne]aksanakan tUi..!:JS vang diserahkan kepadany<l. 

-----Peru~)aha n merup::ikan bentuk kegiatan, untuk bertujuan !nernperoleh laba 

yang iliaksimal. 

HPH rn erupakan [ lak Pengusaha Hutan 

Kerusukan Lingkungan hidup penebangan hutan secara liar atau dilakukan 

terus menerus men~akibat:~an hutan t~ rsebut menjadi gundul. 

Dari ke:iya~c>an ::ang '!da m~ka jelaslah bah\va penebangan hutan secara 

liar atau dilakukan •erus menerus mengakibatkan hutan menjadi gundul dan dapat 

menyebabkan bencana dika\vasan tersebut bila hujan turun maka dapat merasa 

lingkungan sekitar baik kawasan hutan tersebut merupakan m<:'.syarakat yang 

bermukin disekitar hutan. Selain itu juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian 

baik terhadap pcmerintah atau negara maupun pada mayarakat. 

Dengan adanya penegasan dnn pengertinn judul diatas dapat paham b<i:1wa 

rx:mbahas<rn skripsi ini pada dasarnya mener;ahkan pembahasan tentang bagaimana 
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caru ma'.)yar:lbf rn ;:::~;c : :ai secarn ! ~rngs ung atau tidak !angsung ataupun masyarakat 

ivk ru paka11 hak dJ i< k:\\'ajiban u:1 tu k mdindungi hutan dari kerusakan lingkungan. 

Dari uraian - uraian sebc!u rnnya diatas maka adapun yang menjadi alasan 

penulisan untuk rncmil1 h judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

l. Un iuk baga im:rna y:mg dilakukan perusahan pemegang Hak Pengusaha Hutan 

( l li'f 1 ) apab il,i adanya penebangan secara liar 

2. Penuli san merasa tertarik brena untuk melihat status hukum dari sebuah 

pcn.:::;abn pc:7::..:gang hak prnguasaha hutan ( HPH) yang tidak mematuhi 

pcraturan yang ditetapkan ol ch menteri Kehutaric:n. 

C. Pc:-masa!ahan 

D;ilam perhiatan sulltu karya ii1:1iah khususny:: skripsi, maka 1111tuk 

memperr.1Udah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu pennasalah,an yang 

sesui dengan judu: yang diajukan. 

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut:"Bagairnana Tan3gung Jawab Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan 

Lingkungan l lidup". 
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D. Hypo(ts:t 

D :i h in :-: ;stc; '. ; nc1pikir y~tn g teratur m;ib hypotesa sangat perlu dalam 

;11<.: l;;i.:ub;·, i-,,:;; \:ciid ik ; '.uatu pcnu li s:1 n skripsi _iib ingin mcndarat suatu kcbenaran 

\ ~rng hal-;i~ ; l :\·pmcs:; iih:rupakan pwaban sementara yang di buat sebagai landasan 

a1~w peJo:n:rn dala:11 penulisan . pembahasan skripsi . Artinya harus di~mktikan 

!·,dJCnarar: (; crda sark ~u ; pcmbahasail yang pada akhirnya dapat ditarik suatu 

kcs imru bn. 

k.arcna kedudu~an Hypote sa itu h:myalah sebagai pendapat semetara saja, 

maka dai arn pcmhahasan tidaklah sc!a!u te rikat dengan hypotesa, tetapi tergantung 

dan pada ob1cktifitas ~ t iau fak.ta y~rng ada. 

Dan ur;1ian diaras yang mcnja.di hypotcsa penulis adalah sebagai berikut; 

'" Bahwa status !iukurn dari sebuah perusahan pemegang rak: pengusaha hutan 

(HPH) yang tidak mt.11:: tuhi peratl'ran yang ditetapkan" 

E.Tujuan Pcnulisan 

Secara konkrit dapat di kemukakan dalam t~~juan penulisan dari skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

fakultas hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan 

ke\\'ajib<in bagi sctiap mahasi swa yang akan menyelesaikan studinya. 

Un tuk mengctahui penye!esaian sengketa dalam ha! pci1gerusakan lingkungan 
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LJntuk n1en~~u~-~1J!~:in keduduk:in I--f PH terhadap pengcrusakan lingknngan 

F. i\lctodc P~ngumpu!::~1 Data 

L3ahwa Jalain pen \' usunan skrip:'i in.i dengan rnengunakan: 

1 l) 'J · 1 . 1 i r-e~,,e11·t·,·a~,, 1~1p::in:~an (F1.P- 1,d Resp-arch ) \'at··,u , . ;na t 11rne;· va,.;.111 oengar _ · - - ~ ~ ~ _ 

(k;1ga11 mcl:lkukan wawancara langsung dengan karyav,:an pada Dinas 

B1WLD/dJ).-\ Sumatera Utarn Badan Penangulangan Dampak 

') D:1t:; Skunder \akni penelitian kepustakaan ( Library Research) berupa buku-

bu!-;ti karya 1~m iah yang menJukung materi penulisan skripsi ini. 

G. S'.stem;;tik:; Pem:lis:1r. 

Dalam mernbantu penulisan dan pembaca untuk pemahaman sua~u skripi 

perlu dibuat :,itcmatib ( gambaran isinya) dengan menguraikan s~cara singkat rnateri 

yang terdapat .didalam uraian dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga 

tergambara hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. 

Jadi gambaran isi yang di maksud adalah sebagai berikut: 

BAB PENDAHULLJAN 

Dalam Bab ini akan di uraikan pembahasan tentang : 
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!\;1wcrtia:~ c! ~!n Pcncl!.as~1:1 .f udul, J\lasan Pcmilihan Judul , Pcrmasalahnn, 
0 " 

1-!ipotcsa, Tujuan Pcnuii san , mctodc l\:ngumpulan Data scrta Sitematika , 

rcnulisan. 

BAB II TIN.IAUAN PUSTAKA 

!·!utan d~:n kawasan lrntan, Pengertian hutan, Ciri - ciri kawasa 

huum l\:ngerti<!r. hukum kehutanan , asas- asas hukum kehutanan, 

/ lubungan antara negara dan hutan 

l3AB Ill Pl:NGERll:\N UfviLJ,\i TENT ANG KERUSAKAN HUTAN 

[\::1gertian !\:ngerusakan Hulan, Oampak kerusakan hutan perencanaan 

hutan, Pengurusan Hutan, Menentubn dan megatur hubungan hukum 

antara Suhjck Hukum dcngan hutan dan perbuatan- perbuatan mengenai 

hutan, Bemuk Perusakan Hutan , ?cnyerobotan Kav . ..-asan, Penebang liar, 

[J~ncuri:.rn l-bsil Hutan , Pemb~k<'ran Hutan. 

BAB IV HASIL PD.:1BAHASAN 

Kcdudukan Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan lingkungan 

1-lidup ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, Saksi Admistratif, 

Saksi Pidana, Saksi Pidana Denda, Tanggung jawab terhadap 

pengerusakan lingkungan Hidup ditinjau dari aspek perdata, 

Pcnyelesaian sengketa lingkungan. 

£3Al1 V PENUTUP 

Dalarn bagian akhir ini abn diberikan kesimpulan dan saran- saran 
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·1 
l. 

BAB II 

Tii\.L\l !A:'\ PlJSTAKA 

Hubn dan Kaw:1~:rn Hutnr. 

Pcngc:rtian Hut;rn 

Hutan dan kawasan hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di 

dalam Pasai 1 J\yat ( 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Ki.:huta1ian sebagai berikut : 

'"/{uf(i!l aJa/a/z suatu lupungan pertumbuhan pohon-pohon yang sccara 
kcse/11r11ha11 merupukan persekutuan hidup hayati beserta a/am lingkungannya, 
don ditetapkan nlch fJemerintuh sehagai lwtan." 

/\rtinya, hut~m suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuh kayu, 

bambu dan/atau palem, bersam a-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, 

baik berupa naba!i maupun hewani, yang secara kemampuan unt11k memberikan 

manfaat-manfaat lainnya secara lestari. 

Dari definisi hutan disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meiiputi : 

. (a) Suatu areal iapangan; 

(b) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya; 

(c) Ditetapkan Pemerintah seba~ai hutan · 
~ ' 

(d) Mampu memhaikan manfaat secara lestari ~ 

Keempat ciri pokok dimiliki suatu \Vilayah yang din:.11iai...an hutan , 

merupabn rangbian kesatuan komponen yang utuh dan saling tergantung 

9 
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tcr li::d;:p 1·un ~s i ckosistcm di ht:111i . Eksistcns1 hutan schagai sub ckosistem globa! 

;n cnc;n pati pos is: pu1ting se h;:ga i paru- riaru Junia. 

Dan d~ finisi hutan . n~ab terdapat heberapa hutan yang disebut dengan 

~ J \\ 'asein hutan . k;m·asan hutan Cidalah : 

Wi!uvu/:-'>~ · :!u~·uh lc:rtct:!u J: fclllpkan Fcmerintah untuk di pcda/wnku11 

·' c'ho,<.:.111 iun::a.mn fu11«111 tetop . Sclu11/111nya kawasan huton adalah wilayah yang 
:. 1cdu!1 hcrl11itu11 u/1111 VWI[!. r:du k hcrhutun kcmudian di telapkan penguasannya ' . . 
hu,lJ 11 1..: ,'.!_ U/'U-. 

!<aw;isan-bwasan hut~n, cluruhnya mcrupakan \vilayah-wilayah yang 

Jalam loud 11s c· jJ/onning tc!:ih/akan ditetapkan penggunaannya di bidang 

~c:huun ~rn yang cli dasarbn po.da kcbutuhan serta kepentingan masyarakat 

l ndon,.:s i a. 

Ualarn prngertian sccaro luas dikandung rnaLna bahwa setiap kawasan 

hut:rn liJak sclalu diartikan kcscluruhan \\ilayahnya berhutan. Tennasuk wilayah 

yang tidak herhutan !)Uri dapat aitujukan sebagai wilayah hutan. Sebaliknya suatu 

ka\vas.:..n hutan dar,at dirubah :;t;:;ius hukumnya menjadi bukan kawasan hutan 

karena adanya bcrbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh 

Pcmcrintah melalui persetujuan Mcnteri kehutanan. 

Dari definisi dan pen_jelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-

unsurnya mcliputi : 

a. Suatu wilayah tertcntu; 

b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan ; 

2 
Alam Scri;1 Zain, I h:kurn Linnkun°:tn Konservasi Hu tan. Rineka Cipta, Jakaita, hal. 2 
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1) ;' " 1'" ii· ·· " D .. 111"1·1· , ,, .,1, 1 11./l " 'll ' " .' ' s··11·>• 1Ji k<:'\\J.';Jn hutan · L, l \ • • ..._,LU. I \. Ll J 1 l L.- v 4 I ~ U J I \ I\' '-'I \..-1 I 1
1 , ...._, I. U. !:: "- . , 

•1 , , ; , i.l ,·"r·1-·•n '"t '1a l - ., i,, ' L·hatl S" r "· '··-' D"nt1.n°a11 masvarakat U LIH.1< .) l. l 1"L1..lll f-' '- t.._l l\. \.... lldl J . ~ \,,_, l l U. L\.Vf L .:::;: ~ _, 

[.\ ; ~; ur1 sur p~ • kl!k :-a ng tcrkandung di dalam definisi , kav-;asan hutan, 

di1adikar1 dasar reillillbangan di tctapkannya wilayah-wilayah tertentu 
I . 

seoaga1 

b~w:is;.in hutan. Kcn1uJi an untuk mcnjarnin di perolehnya manfaat yang sebesar-

lx:s arrl\ ~t dar1 hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ckonomi rnasyarakat serta 

hcrba ga i faktor pcrtii11bangan tl sik , hidrologi dan ekosistem rnaka luas tanah 

( \'> ilay<.1h) ,·ang rn1ni rn;i\ harus di pc rtahankan scbagai kawasan hutan adalah 30% dari 

I uas d8.r~n an . 

f:krJasJrkan kritcria pertimbangan pentingnya kawasan hutan maka, sesua1 

dengan rcruntukkanm <i Menteri menctapkan kawasan hutan menjadi: 

a. \Vilayah Yang berh~ ·t an yang perlu di pertahankan sebagai hutan tetap ; 

b_ Wilayah tidak bcrhutan yang pe1!u dihutankan kernb:ili jan di9ertahankan 

sebaga'. hutan ~et :: p : 

Untuh: kepentingan kawasan hutan, diperli.:kan areal yang cukup luas dengan 

penyetaran dan letak: yang tepat , agar secara merata hu'.an dapat memberikan 

fungsinya secarn lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana di 

sebutkar. di sebabkan berbagai penetapan yang di lakukan Pemerintah antara lain : 

untuk kepcntingan pernukiman (trJnsrnigrasi), ekstensifikasi perkebunan, tukar-

menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya. 

Pada \\·i!aya! kawasan hutan yang tidak berhutan, di lakubn [Jenghutanan 

kernb;:!i rnci ~.i!ui pel :1 ksu.naan progr::im reboisasi dan pada wilayah di luar kawasan ----------------------------------------------------- 
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hutan . di!::ikukan p.:.:nanaman pohon melalui pelaksan:pm program penghijauan. 

DJ.lam rang ~a rchabilitisi tanah kntis, perhatian pokok di tujukan pada pengamanan 

hut <rn Dac'. 1::1! ,\ lir<1;; ~;,mgai (D.\S) dengan memaduk:tn berbagai program yang 

rncn ga rnli ~: ,; pada rJ 'kstarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan 

?.. Ciri-ciri Kawlls:in Hutan 

,'\J:1 hcb<..:rapa Ciri-ciri suatu kawasan disebut sebagai kawasan hutan menurut 

L~a;n b ~rn'..: f\:rn ulardi.ciri-ciri bwas:..: n hutan adalah sebaQai berikut : 
~ . -

Diteiapk<rn sebagai kawasan hutan , 
Di pc1·u1hankan scbagai brn·Cisan hutan·' 

DaL1rn Pasal 4 ayat ( l) huruf a dan huruf b UUPK terkand"Jr,g makna 

j"1Ci1g Crtian \ViJayah. \ilitu adanya \\"iiayah yang berhutan yang perlU dipertahankan 

~;chagai In 1 t:!n t:::tap dan wi I ayah :;. ang t idak be:rht•tan yang perlu di hut::rnkan kembal i 

uan d ipertahankan scbagai hutan tctap yang sc:;uai dengan o::runti.:k.kan
4
nya olel: 

Mcnkri ditdaph.n sebaga1 Kaw:-lsan Hutan. 

Dalan1 pcnjelasan Pasal ini disebutkan bahwa kawasan hl!..tan adalah \vilayah 

yang sudah bcrhutan atau tidak bcrhutan yan~ telah ditetapkan untuk dijadikan hutan. 

K::nvasan-kawasan hutan seluruhnya merupakan wilayah hutan yang ditetapkan 

pcnggunannnya di bidang kehutanan yang didasarkan kepada kebutuhan serta 

I . . 1'cpcntrngan rnasyarakat Indonesia 

Lhm b:ing P:!muIJrdi. Hukum Keh..itanan & Pemb., neunan Bidang Kfhutanan, Raja 
!_j ra!indo !'..:r::;;,J:L fabrt. hal. :2 84 
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Kcl (: t:1p:~11 s;.:t ;:tg ~tt f(a \»:l s~::1 Hutan diherik:rn oleh Mentcri. Ditctapkan oleh 

f\kntcri bcrntti \\l l<l\ ah terse but f...;..:be radannya karena adanya keputusan Menteri 

yang Jiatur lcbih l:witn oleh csel1•n i yang berada dilingk ungannya. Menteri dalam 

hal mi ada lah rvknk1i kd111ta nan. \ ·~mg bcrtindak untuk dan atas nama Pemerintah. 

Di daiam k~putusan M~nic:ri !(ehutanan ini harus dijeiaskan secara tegas 

lx1tas-batas dari wib·:c1h kawasa11 hutan tersebut. Keputusan Menteri Kehutanan ini 
, 1 ~~~-~~~~~---~ 

meI_LJ_Qakan p_::- n ruasaan wila .. ah ya11g dtelah ditetapkan . 

Dalam keputusan Menteri l(chutanan dj sanJJJ inu di1entukan batas-batas serta 

lu:.isnya, jt.:ga rnempunvai suatu tuj u:.in, _yaitu untuk mempertahar.kan wilayah va~g 

\\'ilayah, baik p .ngur.rngan terscbu t brena faktor kesengajaan maupun faktor di luar 

bahwa k ~butuh'!_!.!_:.!..C?S ta_l___ekono.m.i ___ Jllils_y_a.r..akaLJndofl.e_:-.ia dan perti111bangan-
1 -----'-----:=o_ 

p~ti_c_1_?~~_f!g~JL.D:;;;ngcn~i t~-s~k, i·klir.n_dan_ pengaturan tati air, maka !uas minimwn 

l_'.1 h;~11 _ _ya ng harus dipcrtahankao_s_c_b.a£ai kawasan hutan diperkirakan kurang lebih tiga 

puluh perscn dari lua.r daraJ~n ·- ·-------·----·- -. 

Dengan berpedoman pada penjelasan tersebut, ma~a luas kawasan hutan perlu 

d_ijaga dari pcngurangan dan diusahakan luas kawasan mi~ir.1al tiga puluh persen dari 

luas daratan tctap terpelihara dan dipertahankan. 
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B. Pengerti:111 llul..:un: E...:chut:rn;w 

1 ')() 
J ~ o 

! 1ui-u:ii ki.'.'hu r.111< n mc ru p<l~<ll1 salah salU bidang hukurn yang sudah berumur 

tahu;1. >,iilc; :;,: ;~ 1k diunJan".kann-_·a Rei.;lemcn hutan 1865_ Namun, perhatian 
. -· '- -· ... ~ 

ijm mn i ·, u k u i--, [cri·1.' -~ ,1 p bi Jang i 111 sangat kuran g_ ·r~rbukti -~~1rangnya literatur yang 
·· - - - ---- ----- ---- -------- - ------ -·· - - --- -- -- - --- ---- - - .. -- ---- ---

--- -- -- --- -
kchutan;J11 pc ;i •: i 1s ;;~.:;; '..' alami suat u harr.batan. \Valaupun !iteratur hukum kehutanan ----- __ ....... - - . ....--- - -

masih ku:an~ . f'...'iic;;;.; mcncob~i 1ncmaparkan pcngertian hukum kehutanan dari --- - ---- -
herbaga i j'i.: ihL pat °' ~rn:..: ada. ------.;;.----------

\vW"".'-"'rv-* 
D~lin ;:: · in : :-.: :1ada dengan defini si yang dirumuskan Biro Hukum dan - c;tq \/\ 

or~as :_ D;.:;· J n;: .1-:i1 Keh utanan. \jrng_~~~~~ut hukum kehutanan adalah: 

negara da ;1 pc•:;.::k'IL:un ~nguru.;an hutan,dan kchutanan semata-mata, padahal 

persoalan i;u :< ~ 2nu:.>i .1 ::;ccara pernf<ingan, jika ia mengusahakan penanaman ka~u di 

atas tanah ii1iii;,:,ilya. ~11ch karena \tu penulis cenderung m'emberikan definisi hukum 

kehutanar. sd):.:;;:!i bcrikut. Huku r:n__k~hy_tanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan 

~-\::"< 
};~ yrrng m~nga~u ;- hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan+dan 

h n11an an t<1r<r ind i\ id u (perseorangan) deng~n hutan dan kehutanan. 

5 ibid 
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-fJ ·ru-"-clri:Vt . 
Acb tiu:i tinsu r Icrcantum d~darn rumusan hukum kehutanan, yaitu: (I) adaQYa -- --

~a1dah hukc;;n kchu1:.i11;.u1_ baik ya nf; tcrtulis maupun yang tidak tertulis , (2) mengatur 
( 

l1uhun e.an (i ilt ar negai· ~ i dcngan hutan dan kehutanan , da11 (3) mengatur hubungan 

a ntarn i11 ,i1\·1du (I cr:: c.:1 r;rn L!an) den g<rn hutan dan ke hutanan _ 
~ --

Hl~ i.: u:;i f.:ehutc1:1~rn tertuli s acb!ah kurn ubn kaidah hukum 'ang dibuat oleh 

kmba~a \iU1E benve:rwnu untuk it+l--nHl!! mengatur hal-hal vaM bakaitan del!fugan . ~ - - ~•'-"''---~~~~~~~~~~~-=:... 

h<ilan dail ~chuu.nan . lb_kum kchu tanan tertuk; ini da pat dilihat di dalam peraturan 

f~- l;aik yang telah rlikelu;trbn ol eh Pernerintah Hindia Belanda 

Bangscl !ndom:si:i Merdeka. Misalnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 
~ ..... 

_Pc)_!;_Qh __ sa.i '' s edang~__<!ll ~ al~_ti_al yong kbih rinf i diatur dan dituangbn dalam peraturan 

Hukuin kehuta11an tidak tertulis ;1tau disehut juga hukum adat, mengenai hutan 

adalah aturan-aturan hukum yang tidak tert•1lis, tumb11h dan berkembang dalam 

masyarakat setempat Jadi sifatr.ya [okaL 

!j~2ang_JI!~J1!!atur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah : 

I. Hak mcmbuka tanah dihutan; 

2. Hak uni uk rnenebant! ka u -
------~-"""-'-=;;::.,i_ ' 

J. Hak memungut hasil hutan ; 

4. Hak untuk 1nengembalak<!n term1k, dan sebagainya 
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~ . 
D1 bdhaga i dac:rah hak-h:ik tersehut diatur oleh desa, dan Jahulu hak-hak ltu 

d1kuasai olc!1 ra_ia, s~rt:t l.;ini dikuasai oleh negara. Penggunaan ld;.-hak adat itu diatur 

sedemihrn rupa, cLn tidak boleh bertcntangan dcngan kepentingan bangsa dan 

negara. Apab;]a negara menghendaki penguasoannya, hak-hak rakyat atas hutan 

semata-rn~Ha untuk rnengatur dan merencanakcm hutan guna meningkatkan 

HLil-1ungan ~d1L:1ra negara dcngzm hutan dan kehutanan erat kaitanrya dengan 

l.;edudukan neL'.ara <:,~ba'.'.ai oru:anisasi tertirn.!ei '.'ane mempunyai wewenang untuk .._ ~ ..__, ..__.__, _, ..__, 

mrnctapk:in Jan mc;1gatur perencanaan, peruntukkan, dan penggunaan hutan sesuai 

dengan luiig:.;ii~\"u, :;c:-1:: mengatur rc:ngurusan hutan dalam arti luas. 

l lt1hung:m o.;1t:ira individu (perseorangan) deengan hutan dan kehutanan 

mempum·a: hubung:rn yang sangm erat. Karena individu (perseora~gan) tersebL~ 

tcbh rnen!:'usahakar. tJ.nah miliknya untuk menanam kayu mempunyai nilai ekonomi 

tir.ggi, sc~.ingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkut:n. Namun 

demikian, individu tcrsebut harus membayar kewajiban kepada negara, seperti 

membayar hiaya pengujian, dan luran Hasil Hutan (IHH). 

Hukum kehut:.rnan mempunyai sifat khusus (lex ,\peciufo) karena hukum 

kehutanan ini hanya mcngatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. 

Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi y~ng 

bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka dibeilakukan lebih dahuh1 adalah 

L,L1
1·urn k·,L1u 1 "r1·1n ( 11 

' 1 k· • ·, ' k ' 1 t d. b b · f 
" 

0 
'-' lei L' . ; :c.il arena 1,u, 11u 'um henu,anan rse ut se agar e_r specialis_ 
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scd;111g k~1r: hukLJrn Lu 11nya scpc11i hukum agrana dan hukum lingkungan sebagai 

huk urn urnum (/, 'x .11x.:cw/1.1· droguu! lex generule; . 

Tujuan hukum kehut an:.in adalah melindungi, memanfaatkan , dan 

melcst<irikan hutan c.gar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

rakyat seca ra Ies1ari_ 

C. Asa s - ~1s;..is Hukum Kchut:anan 

Sd1clum rncmbicarakan asas kehutanan pcrlu dikemukakan pengertian asas 

hukurn. Akan tctapi palu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum 

yang berlaku. Pcmbrntukan hukum prah.1is perlu berorientasi pada asas hukum 

tcrscbut. Deng3n kata lai n, hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan 

hukum positif Yang di scbut dengan asas hukum bukanlah kaic!.lh hukum konkret, 

mclainkan rn l'. rupabn latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum 

atau abstrak . .Pada tF11 umr.ya 2sas hukum tidak dituangkan dalam peraturan hukum 

kon kret. 

Untuk mene,1tukan asas hukum - ·asas hukum tersebut hams dicari sifat urnum 

dalam kaidah atau pcraturan konkrct. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang 

tcrdapat dalam ketentuan yang konkrct itu. 

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

kchutanan , dap,1t d1·k,'1nukakan as" s-asas hukum k h 1 · ~ u. c utanan yang pa mg menonjol 

bcrikut ini . 
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dapat mc i;·ibcrik::n rna nfoat :-«•n;; sebesar-hesarnya untuk kemakmuran rakyat 

banyak i l1h<lt Pa sal 13 ayat ( l i Und,rng-undang Nomor 41 Tahun 1999). Manfaat 

itu dibec.bkan rn enjacJi dua rnacam , ya itu : bngsung dan tidak langsung. 

} /\ sas Kclcstarian 

/\sas kclcstJ.rian nH..:n gandung pengcrt ian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan 
harus s.: no.nti as:i rncrnpcrhatikan kcl cs tarian sumber daya alarn hutan agar mampu 
rncmhcrikan manfoal yang tcrus-rncncrus (lihat Pasal 13 ayat 920 Undang-undang 
Nomor 5 lahun I lJ76 _io Pasal 3 P1.:raturan Pcmerintah Nomor 7 tahun 1990 
tcntang Hak Pi:nguasahaan Hulan Tanaman Industri). Tujuan kelestarian hutan, 
adalah ag<:lr tidak tcrjadi penurunan atau kekosongan produksi (production gap) 
Jari .1cnis b yu perdagangan (co111merciul treespecies) pada rotasi (cutting cycle ) 
yang bcrikut, uniul.; penyelarnaian dan ai r (soil and water conservatiun), dan (3 ) 
untuk pi.: rlindungan alam . r. 

J_ l\sas Peru.sahaan 

Asas perusahann adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan 

finansia ~ ya:1g iayak (lihat Pasa l 13 ayat (2J IJndan:;-undan~ :!\romor 41 Tahun 

i 999 jo. Pasa l 3 Peraturar. Pemerintah Nomor 7 ta:rnn 1990. 7 

4. Asas Perlindungan Hutan · 

Asas perlir:dungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus 

ibt berperan serta untuk mencegah dan rnembatasi kerusakan hutan dan hasil 

hutan yang disebabkan oleh pcrbuatan manusia dan ternak, daya-daya 'llam, harna, 

" S;i lim H.S. _Qp. Cit, ha! 8 

-; l~c: ni Som1i11, Prospek Kcn etana n d:rn Orga nisasi Dunia, Harian Kornpas 6 Janua1i J 994 
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d:rn pc11 y2k1t ( !ihat P ~r;al 15 Uiidang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 3 

Ui :; ; 1 :1~;iing k~ cmp:H a s ~: ; itu, dikena! juga asas yang lain, yaitu asas 

1:c ll laldli11g dan a s ~1s hutan bcrkc! <rnjutan (s ustainable forrest) . Asas ecolabelling 

;:d i.! l:;h Sli<ilu ;:sas \.lim;;;1a scm ua kay u tropi s yang dijual harus herasal dari hutan 

ksu ri i·,·,el:l !ui me kan isme pc labe l::rn . . ,;sZts ini dii ntrodusir pe rtama kali oleh Austria 

'l'· ' :.,1" 1 1,,.< ."' " -Ur""' rl". l"'r1tan,o "' cr/·:hd!itw ka\'U tror)is I '"-'' l..l• ~ 1 1 l...J 11 l...l.l .. li .:::- 1Ud :::: ...., ~'"-- · ' '-' ~ _ t ~· 

Asas hutan kclan_Jutan (sus tu :r:uhlc jhrres/J adalah suatu asas dimana setiap 

nc:gara , J. . ... . . 
U<l).ILll mcngl'.lola scc;ifa bcrkelanjutan dan meningkatkan kerjasama . -

intcrnas1onal dalam relestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan . 

;\sas ini dikurnandangkan d:.tl<im konferensi PBB untuk Lingkungan dan 

Pembangunan (UNCED) di Rio de Jeneiro, Brazil, awal Juni 1992 dan pada 

rrinsisrrnva sctia ;:J negara perserra ko nfe:-ens: harus mclaksanakan se;ala isi ko&1 vensi 

Jan kes~ pakatan secara konsckuen. 

Dal am bidang k'ehutanan (Bab J 4 Hutan) ada sepuluh yang harus 

dilaksanakan oleh setiap negara, yaitu : 

I. Menyediakan wilayah permanen untuk hutan dan hutan modifikasi di 
sctiap negara dan mengelolanya sedemikian agar memenuhi kebutuhan 
semua sektor rnasyarabt : 

2. Mcnyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif: 
3. J\!lenyclenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang 

permancn · 
4. Mcnambah luas hutan bua!an ~ 

5. Mcni11gkatkan kapasitas nasional untc:.- mengelola hutan secara 
berkci :rnjutan. 
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6 :dcnggal:..:Kl;~: n ketcrlib~ttan rnasyarakat dalam pengelola hutan; 
7 tvlcluaskan U[Xlya mclcstarikan surnber-sumber daya genetik hutan; 
8 tvknciptakan pasar b~1g1 produk hutan dari sumber yang dikelola secara 

b crkeianjut ~u1 dan mcnggLtnakan kayu secara efisien; 
ll ~1cmanfaa! ka n harg:; dasar untuk rncreflcksikan harga kavu yang 

scs ungguhn ya ~ 
I ('1 
I U . :vl.:naik kan kapasitas ncgara-negara berpenghasilan rendah untuk 

mengelola hutan sccara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama 
ir11crnJsion;1 I dalam pckswrian hutan dan pembangunan berkelanjutan 
( B urni \Vah ~ina, 1993 • 2(}~-205 ). 

Pcmer:ntah Indones ia mcniabarkan prins ip .111.1toi11ah!e jrJrrest itu da!am 

D. !!ub~rn;..::in anta:-a .\·cgar:1 L!cng::n Hutan 

Di dalam Pasa! 33 ayal (3) dan ( 4) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa '"hunu duu u;;· kekuywm u!um yong rerku11d1mg 11! dalumnyo dikuasoi oleh 

ii<'gor,; du;; d1[icrg1mukan ;miuk sehe.mr-h e.rnrnyo kemakmuran ral..y at. 

/'a,'ko11mn111n iiuSW.'hil d1seleng,<:urakan herda.1u r alas Jemokrasi ekonomi d engan 

pri11s1p f. ehe:-swnaun, cfisiensi kec,dihm, berkcfany·utan hcrn·mvasan /inakunaan 
. ' b 0 ' 

k1..·mwu/inun, sc·rra dt·11gu11 menjugu keseimbongun kemujw:n dan kesotuan ekonomi 

nasimza I. ·" 

Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang 

mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Hak negara dalam 
\ 

hidang kchut111an adJ!ah bcrwenang untuk : 
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( l) Mcnet<:pi<:rn dan rnengatur pcren:::ma.Jn, peruntukkan , penycdiaan dan 

pcnggunaan hutan s~suai drn go n fungsinya dalam memberikan manfaat kepada 

rakyat dan negara, (.!.) mengatu1 pengurus hutan dalam arti luas. 

('.2 ) Menentukan dan mengatur hu bungan-hubungan hukum antara orang atau badan 

hukum dengan hut:rn dan r~1en_£atur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan 

( Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). 
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BAB I JI 

TL'\'J.\l',.\:\1 l!ML\I DAN KEIH :S1\.KAN II UTAN 

Istii 3h kcrusal.::111 hutan yan:_r dimuat berbaga i peraturan perundang-undangan 

biJ:rn g kdwtanan yang berlaku, uitafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung 

pc ngcrt ia n yang be r5ifa t dua li smc. Disatu sisi , perusakan hutan yang berdampak 

iicga rir cl an mempcro lc h persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai 

van t! melawan hukum . Di si si lain , pernsakan hutan yang berdampak !l~garif 

rm:rugikan) aualah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan 

kcbijaksanaan/tanpa adanya persctu.i uan pemerintah. 

Rusak hcrart i ·-.1m/oh !1tluk da;m t di!fWl!f(mtkan lag i .1ehagaimana jimgsi 

sr:henarnyu, dcngan msaknya lingkungan mcngandung makna ba!nt•a lingkungan itu 

mukin berkuron~ keg 111;c ;n_va J fu 11 mendekati kepurwhan huhkon kemungkinan s udah 

punah .«mna sekoi'i. ,.,. 

, I 

Kcrusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif 

dalam pembangunan yang herwawasan lingkungan. Dia antara sifat negatifnya 

digolongkan sebagai tindakan mclawan hukum, di samping itu digolongkan pula 

scbagai tindakan yang bcrtentangan dcngan undang-undang. 

Berb3gai faktor penyebah tirnbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu: 

' I). l 
Jo .; 0 St1 h:1gyo, Huku m Lingkun c;' n ,\l asalah da n Penaneeulangannya, Rencka Tjipta, 
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a. Kci usak:\;1 hutan d:.ipat tcrjadi ::ikibat pcrbuatan karena kesengajaan 

sub_1ek hul~e1111 rncl it uti, rnanusia dan a tau badan hukum. 

:1 . Kernsal-::111 !rntan dapal terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek 

hukurn mcl 1 puti, manusia J an/atau badan hukurn . 

c. Keru:-al-:::m hutan dJpal tc1jadi karena temak dan daya-daya alam 

(m1salm·:1 gcrnpa burni, lctusan gunung, banjir dan sebagainya) 

J. Kerusakan hutan d;ipat terjadi karena seranfan hama dan pen::,:akit 

pohun .· 

K:Hcna 1tu. pcrusakan hut:rn rncrupakan suatu tindakan yang melawan hukum 

bcrupa pc.langgaran a1:rn kejahatzin. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan 

Ullipa izin dan kewemngan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya 

bwasan hutan. Perusabn hutan bcrakibat lebih jauh ini, digo!ongkan sebagai tindak 

d:rna scbagairnana di muzit di dalam rcrundang-undangan. 

Seba I iknya, dc11gan izi n adaiiya kewenangan yang sah untuk melakukan 

kegiatan di Llal?rn ka\v::_;an hutan tertentu, tidak tem~Cl''lK d<ilaTT' katego1 i perusakan 

huta:1. !-!utan (HPH) pembukaar1 hutan Uil~uk peir.ukinwr. transmigrasi, 

pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan 

pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah. 

Y~rng menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi 

hukum terletak pada faktor : 

')Alam Sctia Zc in, !)p. Cit, Hal. 5 ----------------------------------------------------- 
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Scj:wh 1nan;i tindak:.in-: :nd:ikan \'ang dapat ditokransi terhadap 

kcrusakan h'Ha n dalcrn1 r::rngka m'..".nd ukung pdaksanaan program 

p::rnhangunan . 

f{ritcria kcrli :; :1kan hu1:1n dalam arnbang batas tertentu dengan 

pc!aks:rna ~rn :rnalisis mc:1 :::'. ::n:11 damp;il-: lingkungan secara terpadu dan 

ak u rat. 

!\'.nc:tapan ~r;\ eria terscbut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan 

\'- \ .'.\Vc nang y:rng sah unruk meLikubn kegiatan di dalam kawasan hutan juga 

rncir1;liki b;itas-batas krtcntu rnem1rut atu ran perundang-undangan. Apabila terbatas 

kctcn!uan dimaksud tdah melamraui konsekucnsi hukum bagi berlakunya ketentuan 

perlindang.m hutan :-ang herlaku um um beserta sanksi pidananya. 

f)a!am penerap;m hukurn konsen·asi hutan , kondisi utama yang dikehendaki 

sarna adalah ber!an~'\ungnya keutuh~rn dan r'ungsi hutan sebagai penunjang ideologi 

da !am pcmbangunan i1asional. Kare:1a itu, hutan bese1ta fungsi dan perc:nnya harus 

dikelola secara rasionaL terencana da11 terpadu antara lain melalui si.:;tem b1jaks;!na 

pengelolaan hutan secara lestari. 

Narnun pada kenyataan dalarn aktivitas kehidupan masyarakat se~ari-hari 

agak Jarang kemunculannya peny1mpar.gan dan pada tahap tertentu dapat 

mcnirnhulkan akscs bagi upaya pcrlindungan hutan. Akses ke arah terjadinya 

kerusakan hutan da;Jai diklarif;kasi seeagai tindak pidana khusus di bidang 

perhutanan. Ada pun alternatif kerusabn h;..ito.n yang berklasifl\asi pidana adaiah: 
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rnclakukan suatu :inciakan t::rnpa iL:in dan kcwcmrngan yang sah untuk oaada di 

dalam kav.:asan hL<~;rn . 

b Akibat trndabn subjek hcikcun secara kecsngajaan atau b rena kelalaian 

melakubn tindak:1:: , kcL".iatan \'anQ mclampaui izin dan batas kewcnangan yang - - -
dibcrikan sccara s;.;.h_ Tindakan mclampaui kcwcnangan yang diberibn dalam UU 

yang digolongkan schagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku 

di biJang kehutan:in. 

Dari kedua kL~usu!a di at<.lS, terdapat pcngertian dengan pembatasan yang 

_1e!as pasti bagaimam akses perusakan hutan sebagai tindakan m~gatif di satu sisi dan 

akses pcngclolaan hutan yang bcrseifat positif di sisi lain. S'.:'.dangkan klausula 

servasi merupabn i;H;gkah pCtli.J11ggu!anga11 mengatasi kerusakan hutan baik yang 

timbul karena sifat pn'.>1tif maupun kerusakan yang timbul karena tindakan negatif. 

U. Dampak Kerusakan Hutan 

Keri1sakan hutan di beruagai b~lahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya 

Perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di negara 

berkerr,bang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya 

pcngelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti dengan norma-nonna yang 

telah ditetapkan secara yuridis. 

Studi mengena; ker.Jsakan hutan dan dampak lingkungan di Indonesia belum 

banvak di lakukan. K.c;1dati pun k;::giatan eksploitasi dan perambahan hutan telah 
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bcrjalan ccpat sclama tiga dekade 1crakhit. Sementara itu, dampak penting yang perlu 

didc~eks1 sccara dini bagi tcr:jadinya bcncana dan kerusakan lingkungan yang telah 

diupayabn mcblui bcrbagai kegiatan . Diantaranya adalah bah\va setiap kegiatan 

yang mengenai pengelolaan lingkungan harus dilakukan Analisis Mengenai Darnpak 

Lingkungan (AMDALJ. 

Dengan terlaksananya pcrnbangunan bcnvawasan lingkungan dan kendalinya 

rcrnanfaatan sumbcr daya alarn secara bijaksana merupakan tujuan utama 

pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencap<li tuj;.ian hidup ini, sejak a\val 

pcrencanaan kegiatan sudah dieprkirakan perubahan rona lingkungan akibat 

pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun 

dirugikan maupun yang timbul scbagai akibat diselenggarakannya kegiatan 

pembangunan . 

Kegiatan eksploitasi hutan, kebakaran hutan, rendudukan tanah J-iutan, 

perladangan berpindah merupakan bentuk kegiatan yang (hpat menimbulkan dampak 

kerusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti 

dengan usaha konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem kehidupan 

makhluk yang ada di sekitamya. 

C. Pcrcncanaan Hutan 

Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai 

pcr-untukan, penycddiaan, dan pcnggunaan hman secara serba guna dan lestari 

seluruh wilayah I<epublik Indonesia. 
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Dalam P<:sa! 6 ( J nd~rn g-u nd::ng Nomor 4 l Tahun 1999 disehutkan hahv-:a 

pcrrncanaan huLrn itu d1rnaksut1kan untuk kepcntingan : ( l) pengaturan tata air, 

p<.:n ccgah bcncana hanjir dan crosi sc rta pcmeliharaan kcsuburan tanah, (2) produksi 

ii z!sii hutan d<!n pcrna.sarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada 

urm:nrnya, dan khususnya guna kepc r!uan pembangunan, ind11stri serta, (3) sumber 

ma ta pcncaharian yang bermacam rngam bagi rakyat di da!arn dan sekitar hutan, ( 4) 

pcrlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, 

kdrndayaan, pertah<inan nasionaL rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi , 

pertanian, perkebunan dan peternakan , dan (6) lain-Iain yang oermanfaat bagi umuri. 

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nornor 41 Tahun 1999 diatur lebih bnjut 

dalam Pcraturan Pcmerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang perencanaan hutan. 

Menurut Pasal l ayat ( l) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 

perencanaan hutan adalah penyusu nan pola tentang peruntukan, penyediaan, 

pcngarJ;ian, dan pen~rn:maan hutan secara serb;:, guna dan Iestari, serta penyusunan 

pola kegiz,tan-;.;egiatan pelaksanannya menurut ruang waktu. 

Tujuan perencanaan hutan . adalah : ( 1) agar segala kegiatan dapat 

dilaksanakan secara terarnh dan rasional, dan (2) agar memperoleh rnanfaat yang 

sebcsar-besamya. 

i'\da empat macam perencanaan hutan, yaitu : 

a. Rencana umum , adalah rencana yang membuat peruntukan penyediaan, 

pengadaan, dan pcnggunaan hutan. Pada dasamya rencana umum disusul untuk 

tiap-tiap dacrah a!iran :·ungai (wate r shed). 
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h. Rencana · rengukuhan hutan illcrupakan rencana yang memhuat kegiatan 

pemancangan dan pc: nataan batas untuk mcmpcroleh kepastia'.1 hukum mengenai 

status dan batas kawasan hutan (kbih lailjut baca Bab IV Sub D) 

c Rencan;1 penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat kegiatan peruntukan 

sebagai atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi hutan 

lindung, hutan produksi, hutan suaka, dan/atau hutan wisata (Pasal 1 ayat (4) Jo. 

Pasal b Pcraturan 1·\:merintah Nomor 3J tahun 1970). Rencana penatagunaan 

hutan didasarkan pada pertimhangan sebagai berikut : letak dan keadaan tanah : 

fotosrafi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, 

dan ketentuan lain yang akan ditctapkan lebih lanjut (Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Pemcrintah Nomor 33 tahun 1970). 

Penatagunaan hutan lindung bertujuan untuk: : (I) pengaturan tata air, (2) 

pe.nelih::iraan kesuhuran tanah, dan (3) pencegahan bencana banjir. Tujuan 

;:;~naLagunaan lrntDr. proJuksi, a.dalah mempcrtahankan hutan produksi dan 

untnuk memef'uhi k~but11han masyaraka.t pada umumnya dan khususnya 

pembangunan industri dan ekspor (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Norn or 

33 tahun 1970). Tujuan penatagunaan hutan suaka alam adalah untuk melindungi 

keadaan alam untuk ilmu pengetahuan untuk menghindari kemusnahan dan/atau 

demi kcpcntingan ilmu pcngetahuan dan kebudayaan (P'.lsal 7 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Sedangkan tujuan penatagunaan hutan 

wisata adalah untui<. 111embina dan memelihara hutan untuk kepentingan 
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pariwi:.;ata dan/atat; wisata barn. Pcnunjukan hutan lindung, hutan produksi, 

hutan suaka alam , dan hutan \\ isata dilaksanakan olch Menteri Kehutanan. 

d Rcncan3 pcnataan hutan mcrup:i kan rer.cana yang memuat kegiatan untuk 

renyusunan rencana karya pengurusan hutan selama jangka \vak.tu tertentu 

( Pasa l 1 ayat (5) f) eraturan i\::merintah Nomor 33 tahun 1970). Rencana 

pcnataan hutan <RPI--!) mcrnuat kegiatan-kcgiatan guna penyusunan rcncana 

karya untuk jangka \vaktu tcncntu , yang mcliputi penentuan batas-batas hutan 

yang akan didata : rembagia 11 liutan damrak petak-petak kerja; perisalahan 

hutan : rcrnbukaan wilayah hutan ; peng~11npu!an bahan-bahan lainnya untuk 

penyusunan rcncana karya : scrta pengukuran dan penataan hutan (Pasai 9 ayat 

(I) Peraturan Pcmcrintah Norn ~ff 33 tahun 1970). Hutan lindung, hutan produksi, 

hutan suaka a lam Jan hutan wisata wa_j ib untuk di data dan dibuat rencana 

!.aryany;.1 Untuk dapat merencanakan s11rvei dan investarisasi dilakukan dahulu 

terh;:idap hutan yang direncanakan. lnvenstarisasi dilakukan dengan survei 

mcngenai keadaar. fls1k daerah, a1am flora dan fauna Jari ~eluruh hutan, serta 

sosial masyarakat didalam (~an se kitarnya. 

I. Pcngu rusan Hutan 

Disamping untuk merencanakan hutan, negara juga berwenang untuk 

mengatur pcngurusan hutan. Pcngurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai 12 

Lildang-undang Nomor 't 1 Tahun 1999. 

Pada hakikatnya tuj uan pengurusan hutan dalam arti luas adalah unutk 

rncncapai manfaat hutan yang seL,;:,,11-besamya, secarn serba guna dan lestari baik 
~ , 
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langs un g rnaupun tidak !angsunl; d~1 lam rangb membangun masyarakat Indonesia 

yang adil dan mokmur bcrdasa rb n P<rncas ila. 

Kcgiata11-kegiat£it1 yang diuniS llkh ncgara dalam bidang kehutanan meliputi : 

( I ) rn engatur don mel aksamikan pcrl i ndungan, pengukuhan , penataan, membina dan 

r:.::ngusahaan hutan serta renghij,tu:in, (::'.) rnengurus hutan suaka alam dan hutan 

wisata sc rta rnembina margasul\va dan pemburuan, (3) menyelenggarakan 

inventari sasi hutan, dan (4) me la~ s<J. nakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan 

se rta rnanfaatnya. serta 1xneliti an sos ial ekonom1 dari rakyat yang hidup di dalam 

dan di sekitar hutan (Pasai 9 ayat (2) Undang-undang Nomor41Tahun1999). 

Untuk rnen_jamin terscknggaranya pengurusan hutan negara dibentuk 

kcsatuan Pernangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu, 

Pemer intah Pusat da r:lt mend..::c~<ls ik a n sebagian we\venan~ dal am bid1ng 

kehutanan kepada daerah Tingbt !! . ! :al ini dimak <: udkan supaya pepgurusan hutan 

dapat dtiakukan dengan seba ik-ba iknya guna mendapatkan hutan yang seb~sar-

bcsa rny;.i . 

2. Mencntukan dan Men'gatur Hubungan Hukum antara Sufljek Hukum 

dcngan Hutan, dan Perbuatan-perbuatan Mengenai Hukum. 

Kewenangan la in dari ncgara dalam bidang kehutanan adalah mengatur 

huhungan hukurr: antara : subjck hukum dengan hutan , dan perbuatan-perbuatan 

mengena i hutan. 

Kewe nangan neuara d:1 1,:11',1 t h h h k ~ o • - 1nenga,ur , u ungan u um antara subjek h~:,,:um 

den "an lw tan '1a" •-.• i, ... . ,n"" ~ ~a• 1., · , ,; 1 
:::> • u ·• "'"'·""., w"'"" ' r1.d i,annya '_j engan ..ce\venangan negarn c.q I\1eri.teri 
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Kehutanan dalam rnemberikan izin terhdap subjek hukurn . yang mernenuhi syarat, 

seperti rnernberikan izin HPH. HPHTI dan atau kepada badan hukurn tertentu. Begitu 

juga dengan perpanjangan izin dan pencabutan izi HPH atau HPHTL Perusahaan 

yang tidak mernenuhi ketentuan perundang-undangan dapat dicabut izin HPH dan 

HPHTf-nya. 

', 
Kewenangan negara c.q Mcnteri Kehutanan dalarn mengatur perbuatan-

perbuatan hukum mengenai hutan erat kaitannya dengan kewenangan Menteri 

Kehutanan dalam mengalihkan fungsi hutan di luar bidang kehutanan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menteri Kehutanan 

dapat mengalihkan fungsi itu untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, seperti 

pelepasan hutan untuk transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan lain-

lain. 

Peralihan fungsi hutan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan. 

D. Bentuk Pcrusakan Hutan 

Secara urnum terdapat beberapa kasus tindak pidana perusakan hutan yang 

pemah terjadi dan dipublikasikan media massa. Inti informasi kasus perusakan hutan 

diantaranya sebagairnana berikut : 

Sejarah Walhi atau lahirnya WALHI 

Pertemuan beriangsung pada tanggal 13 - 15 Oktober I 980, di, gedung YTKI 

bersamaan dengan Konferensi Pusat Studi Lingkl!ngan (PSL) se Indonsia. 
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Perternua11 terscbut diikuti olewh 130 orang peserta dari 78 organisasi dari tiga 

kclompok, yaitu kelompok organisasi rnasyaeakat ( agama, sosial). Organisasi 

pencita ,\Jam d:m organisasi profcsi.Tokoh Yang diangap menonjol saat itu antara 

lain Gcl)rge Junus Adi1jondro dari I3ina Desa, MS Zulkkamain dari yayasan Mandiri 

handung.Satjiptl1 Wirnsardjono dari PKB!, Rudy hadil dari Mapala UI dan Zen 

Rahman ,bri IA'. 

l'<Jrna y~;:1g mcnjadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) yang 

berbentu\-. IJS!\ ~ lingkungan sifat keanggotan yang egaliter dan longgar dan 

berperJn ~eha~:::1 forum komunik.asi.Untuk memudahkan koordinator 'Nalhi 

membentuk pre:-:jium yang dijalankan oleh seketaris eksekutif 

Masa Pcrtumbu han \VALHI 

K.:lahirar: \Valkhi sebagai sebuah forum mempunyai kekuatan cukup besar 

bcrtahap t~i!uin l -=183 jumlahnya sudah mencapai 350 lembaga. Hal ini membuat 

pemerint:'h ham::- selalu mcmperhitungkan kelahiran dan gernkan W ALHI.Kondisi 

sosial p...1litik r-.ada tahun- tahun pertama kelahiran W ALHI yang selalu 

mendengungkan i:onsep pembangunan mengalir· seiring dengan berkembangnya 
. ' 

W ALHl l~erakan \Valhi diawali kepengurusan dimulai dengan aksi"Publik 

relation" 'aitui memperkenalkan walhi keseluruh elemen, baik pemerintal1, 

Perusaha.:J.n.Pers, Mahasiawa Para Artis. Peran W ALHI adalah publik awareness 

kepada 111.:...,yarak:I:l tentang isu- ·isu lingkungan Wal hi rr.enyebutkan dengan periode 

mengugah ~n me.:mbant,•1.mkan kembali banyak pihak tentang pentingnya pelestarian 
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lingkungan dan peran serta masarakat untuk meujudkan lingkungan yang sehat dan 

lestari . 

KASlJS PT SEMAKV .JA YA SAKTI SEBUAH BUMD MILIK KAB 

BENGKULll SELA.TAN, ME!\IBABAT TAMAN NASIONAL BUKIT 

BARISAN SELATAN ( TNBBS) DIBENGKULU SELATAN. OUT CONTROL 

DARI PEl\·tBERIK\LAKUAN OTONOMI DAERAH. 

Kasus II!egal logging oleh BUMD PT. Semaku Jaya Sakti 

Februari 2002, dalam sebuah im·estigasi yang dilakukan Ulayat di TNBBS dan 

sekitarnya, ditentukan berapa bvukti dan fakta lapangan tentang pelangaran yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan yang jelas melakukan penebangan didalam 

kawasan TNBBS berdasarkan bukti GPS, foto dan Rekaman Video saat itu. 

Berdasarkan hasil investigasi Lapangan dan meja tersebut, jelas bahwa 

Sernaku dan Mitra kerjanya terbukti melakukan penebangan di dalam ThTBBS, 

sekaligus menyalahi izin konsesi, kart>na k~tika itu P.1ereka sama sek.ali tidak 

melak ukan penebangan dan~rr11 •ngutan kayu dikonsesi yang sudah ditetapkan 

dalam izin yang dikal)tongi . Berdasarkan penga°'.atan Ulayat Iangsung 'dilapangan 
. . 

waktu itu memeng wilayah konseksi semaku yang seharusnya, tidaklah lagi memiliki 

potensi kayu yang baik atau standat jual, karena hanya menyisakan tekanan muda, 

tegakan tak berkelas dan rebahhan kayu yang terbakar hasil pembukaan lahan untuk 

perkebunan oleh masyarakat setempat/ pendatang_ 

Gencamya pemberitaan dimedia lokal dan nasional dan besamya tekanan 

yang dilakukan oleh ulayat dan mitra terhadap kasusini, akhimya mendapatkan 
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respon serius dari Dirjen Kehutanan dijakarta Agustus 2002,Perintah Dirjen 

kehutanan kepada Kapolda dan jajarannya untuk melakukan penyelidikkan 

lapanganpun dikeluarkan kapolda dan jajarannya segera melakukan operasi 

lapangan sehubunb.-an dengan laporan ikhal logging Semaku Di TNBBS. Dalam 

operasi tersebut polda menahan 6 orang yang terjadi dalam terangka dan 

bertangunggung jawab atas kegiatan ilegal tersebut . Diantaranya adalah Idrns 

Sanusi sebagai Direktur Utama PT Semaku jaya Sakti dan Alfanso sebagai ketua 

Koperasi Rahmad Wana Desa.Arogansi Polda Bengkulu untuk menangani langsung 

kasus tersebut, didasarkan atas bukti keterlibatan aparat dan melempemnya fungsi 

pengawasan yang dilakukan Polres dan Polsek setempat. 

Kasus-kasus yang dirangkum dalam putusan ini sangat berkaitan dengan 

penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundangan nasional yang digalakkan 

remerintah dev,1asa ini, melalui pe!aksanaan (Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 

Beberapa bentuk perusakan hutan antara lain : 

1. Penyerobotan Kawasan 

Tindakan Penyeruhutan adalah, suatu_Qe!"buatan y'!_ng dilakukan orang atau 

badan nukum secara tidak sah, bertujuan menguasai sesuatu hak kebendaa;i dengan 

perlawanan hak orang atau badan. 

Tindakan "menguasai" atau "menduduki", suatu subjek kebendaan di areal 

kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum, mernpakan jenis perbuatan 

yang dilarang. Di cialam peraturan perundang-undangan Nasional, kawasan hutan 

disebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa izin mengerjakan da.n mengelola lahan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ika Sari - Tanggung Jawab Perusahaan Hak Pengusaha Hutan terhadap Pengerusakan....



35 

hutan yang tc!ah ditctaplam pemerintah dan memi!iki status hukum sebagai kawasan 

hutan negara. 

Bentuk-bentuk penyerobotan terdapat dalam beberapa JCnis dan tujuan 

sebagai berikut : 

a. Penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam 

kawasan hutan denuan cara rnenduduki tanah unutk tujuan penanaman pangan dan 

pala\vija dan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan tata guna hutan. Cara 

tersebut dikenal sebagai pola perdagangan berpindah yang dilakukan secara 

tradisional. 

b. Penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dakam 

kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya secara 

mela\',an hukum . 

...,_ Penyerobtan tanah dan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan dilakukan di dalam 

kawasan hutan d~ngan tujua:i ganda yaitu, mendudLJki tanah dari mengambil hasil 

hutan, secara melawan hukum 

Ketiga jenis penyerobotan hutan, digolongkan sebagai kesatuan tindakan 

yang ber't:entangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur berih1t: 

, Memasuki kawasan hutan negara tanpa izin yang berwenang 

, Menguasai tanah hutan dan atau hasil hutan unutk sesuatu tujuan tertentu 

' Memperoleh sesuatu manfaat Jari tanah hutan dan atau manfaat dari hasil 

hurnn. 
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Yang dimaksud tanah hutan ialah, hidang tanah atau larangan yang terletak 

di dalam kawasan hutan baik yang ditumbuhi poon-pohon maupun tidak terrlapat di 

pohon pohonan. 

Yang dimaksud dengan Jwsil hutan adalah, segala has il-hasil yang berasal 

dari hutan, herupa tumbuhan (flora) dan sahva (fauna). Hasil hutan yang berupa 

tumbuhan misalnya, batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon sagu, pohon 

aren, rumputan, bunga, da,ar, minyak kayu, getah kayu da.1 jenis tumbuhan lain. 

J-lasil hutan berupa satwa misalnya pada : hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis 

jelata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki 

spesifikasi dan kcunikan sehingga berbagai spesies di antaranya dilindungi dan 

dijaga dari bahaya kepunahan. 

Bentuk penyerobotan hutan khusunya perambahan hutan dan pendudukan 

tanah kawasan h.utan diantaranya sebagai berikut : 

I. Tanah hutan telah diduduki dar.. dikerjakan sejak d~hl!lu ka1a ~ecara turun­

temurun. Mereka berrnukim dan mencari s11mber kehidupan seke!uarga di dalam 

hutan. 

2. Tanah hutan dikuasai dan dikerjakan sebelum berlakunya penetapan kawasan 

hutan negara, akan tetapi pemukiman belum dipindahkan dan memperoleh tanah 

pengganti kerugian. 

3. Kawasan hutan dikuasai dan dikerjakan sesudah berlakunya penetapan status akan 

tetapi tanda b2tas pennanen hutan itu tidak ada, tidak jelas atau dipindahkan dari 

posisi semula. 
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Pcrbuatan penyerobotan tanah diikuti dengan perbuatan mengambi! hasil 

hutan secara melawan hukum, d1 lihat dari proses waktu te~jadinya yaitu : Sebelum 

berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999. 

Perbuatan penyerobotan tanah diikuti dengan perbuatan mengambil hasil 

hutan secara melawan hukum, di lihat dari proses waktu terjadinya yaitu : 

-,. Sebelum berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 

,- Setelah herlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 akan tetapi helum di tetapkan 

secara yuridis sebagai kawasan Hutan Negara. 

Setelah berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 dan di tetapkan sebagai 

kawasan hutan Negara belum diikuti pelaksanaan tata bahasa defenitif di lokasi 

hutan. 

Setelah berlakunya UTJPK Nomor 41 Tahun 1999 dan sudah ada di batasan 
pennanen di hutan. akan tetapi tanda batas dimaksud telah dipindahkan dari posisi 
penetapan semula. Setelah ditetapkan dan ditata para penghuni kawasan hutiin masih 
sul it dimukumkan kembali (resertlement) di luar kawasan hut~n karena beibagai 
kendala. w 

Aoabila ditinjau dari alasan-alasan dan latar belakang terjadinya perbuatan 

penyerobotan tanah diidentifikasi yaitu : 
' 

a. Dilakukan orang sebagai surnber mata pencanan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sekeluarga. Misalnya membuka Iadang, empang, betemak, mendirikan 

rumah dan lain-lain. 

10 

P. Joko ~uba!:,'YO; Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannva. Rineka Tjipta, Jakarta 
2002, Hat 35 
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b. Dilakukan orang sebagai sumber tambahan mata pencaharian misalnya : 

berkebun, berladang, mernbub tambak, betemak. Mata pencaharian pokok 

mereka adalah : pctani sawah atau petani guren dan nelayan pantai. 

c. Dilakukan orang atau atas nama badan hukum sebagai sumber investasi midal 

untuk memperoleh keuntungan rnisalnya, menanami tanah hutan dengan tanaman 

jenis komoditi eksport. Kelompk ini dikenal sebagai "petani eksport" di pedesaan. 

Dari asas-asas berlakunya hukum pidana umum dapat pula diadaptasikan 

pada jenis tindakan penyerobotan hutan. Mereka yang tidak tepat dikenakan tuntutan 

pidana penyerobotan adalah, orang-orang yang telah berada secara turun-temurun 

_dan bersumberkan mata pencaharian di dalam hutan. Terutama sebelurn berlakunya 

aturan hukum UUPK Nomor 41 Tahun 1999 bersama proses penetapan hukum 

kawasan hutan yang dikukuhkan dari belakang. 

Prinsip pcngccualian hukum tersebut, secara tegas dinyatakan di dalam asas-

asas berlakunya hukum pidana bagi pelaku tindak pidana dan keberadaan orang atau 

rakyat di da!am hutan yang di akui !JUPK. Sedangkan bentuk tindakan penyerobotan 

lainnya dapat dikenakan .tuntutan hukum berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosisternnya atau Peraturan 

Pernerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan melalui pro~edur 

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 

2. Penebangan Liar 

' 
Tindakan penebangan pohon dikawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari 

instansi/pejabat kehutanan, digolongkan seoagai tindakan yang melawan hukum. 
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Tennasuk perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah 

memperoleh izin penebangan namun melampui batas/pejabat kchutanan. 

Bentuk tindakan penebangan secara liar di dalam ka\vasan hutan 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di da!am kawasan hutan 

yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. 

Perbuatan teresbut tidak mempunyai izin dari pihak :_-,·ang herwenang/pejabat 

kehutanan. Misalnyadi dalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin 

penebangan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, temyata 

melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan 

sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan penebangan liar yang patut 

dikenakan· tuntutan hukum. 

2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di 

dalam kawa~an hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang 

telah ditunjuk. Contoh izin peneba11ga!l diberikan sebanyak 100 meter kubik di 

lokasi unit pemangkua,n hutan tertentu temyata, dilakukan tidak di dalam lokasi di 

maksud. 

Ketiga bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat 

diklasifikasikan sebagai duatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan 

subjek huku:n. Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa : unsur 

kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya di dahului dengan adanya niat 

diikuti dengan tindakan pelaku secara nyata. 
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Dalam hal tertentu untuk bcrbagai kasus penebangan liar di dalam kawasan 

hutan, unsur kesengajaan merupakan rangkaian kesatuan 
. ., 

t1 ndakan' untuk 

menyelesaikan suatu tujuan. Akan tetapi, berdasarkan suatu pertimbangan hukum 

dan fakta yang diperoleh bahv.:a tersangka pelaku melakukan tindak pidana hukum 

dan fakta yang dipero!eh bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana karena 

adanya otak pelaku tindak pidana. Karena itu unsur pemberatan pidana wajar di 

kenakan bagi tersangka yang menyusuh melakukan tindak pidana kejahatan 

pcrebangan liar di kawasan hutan. 

3. Pcncul'ian Hasi! Hu:a:a 

Perbuatan pencurian dalarn arti umum dapat dipidana. Sebagaimana dimuat di 

dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi unsur/anasir sebagai 

berikut : 

a. Setiap orang yang mengambil keputusan sesuatu barang 

b. Seluruhnya atau sebagfan kepunya<1n orang lain 

c. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secarn melawan hukum 

Dalam pemberatan unsur perbuatan pencurian ·di dalam Pasal 362 KUHP 

dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 ( dua) orang a tau Iebih dengan cara 

bersekutu. Hal ini juga berlak11 untuk badan hukum, karena hukum dipersamakan 

kedudukannya dengan orang, selaku subjek hukum. Bahwa keberadaan suatu badan 

hukum, tujuan dan kepentingannya diurus melalui orang yang di tunjuk sebagai 

wakil/pengurus badan hukum tersebut. 
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Hasil hutan, sebagaimana ditetapkan berada secarn kese!uruhan di bawah 

penguas;.ian dan pengawasan negara. Negara yang diwakili pemerintah selaku 

pcmilik hasil hutan dapat dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pencurian hasil 

hutan. Selain pengenaan pasal 362 KUHP, terdapat ketentuan pidana khusus di luar 

KUHP yakni diatur di dalam pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 28 

tahun \ 985 tentang Perlindungan Hutan. 

Sekalipun di dalam muatan Pasal PP No. 28 tahun 1985 tidak dirnmuskan 

dengan tegas perbuatan pencurian hJsil hutan, akan tetapi pasal yang terkait dengan 

perbuatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidcntifikasibn se.rupa apabila : .. 
\ 

,. Tertangkap tangan pe:tugas kehutanan mcmbawa alat pemotong kayu, atau 

rncmbawa alat yang lazim digunakan untuk menebang kayu di kav.;asan 

hutan. 

,. Tidak memiliki surat-surat keterangan mengena1 sahnya hasil hutan yang 

diambil atau diangkut dari kawsan hutan. 

Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi ke dalam dua bagian yaitu : 

-, Hasil hutan berbentuk kayu bulat 

;. Hasil 
1

hutan dari kayu dan non kayu termasuk satwa dan bunga dari hutan 

Dari dua .pokok keutamaan hasil hutan, terbagi Iagi pada kelompok jenis-jenis 

kayu tebangan dan jenis kayu yang tidak boleh ditebang/dilindungi. Pada jenis ini 

terdapatjenis komersil danjenis langka atau dilindungi. 

Prosedur penuntutan pidana bagi pelaku perbuat:in terhadap semua jenis 

pencurian hasil hutan, digolongkan dalam kcsatuan jenis p~ncurian. Dalam praktek, 
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pelaku azas pembuktian terbalik bagi yang di curigai dengan adanya dugaan kuat 

bahv.:a tersangka!pelaku tidak dapat dibuktikan adanya surat kctc:rangan pcngambilan 

has!! hutan secara sah dan pihak yang berwenang 

Perbuatan "mengamhil" dan a tau perbuatan 'mengangkul" hasil hutan dengan 

kategori pencurian, digolongkan sama tcrhadap pcrbuatan yang menyangkut hasil 

hutan dengan menggunakan dokumen palsu atau menunjukkan dokumen asli tapi 

palsu 9aspa1 ). Penekanan tentang pcntingnya setiap hasil hutan herupa kayu atau nir 

kayu yang diambil dan diangkut, \vajib disertakan dokumen yang mcnyatakan sahnya 

hasil hutan. Suatu upaya hukum di bidang hukum tata usaha negara dalam rangka 

ketertiban, pcngamanan dan perlindungan hutan secara efcktif 

4. Pembakaran Hufan 

Tindakan mernbakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat 

kehutanan, merupabn tindakan rnelawan hukuin serta bertentangan dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat 

dikenakan kepada pela!~u pembabran hutan baik karena disengaja atau terjadi 

karena kel«laian dari pelaku. 

Terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidenti f'i kasikan 

sebagai berikut : 

(I) Tindakan membakar hutan dcngan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada 

kewenangan atau izin untuk berada di dalam kaw::i.san hutan. 

(2) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilnkukan orang akibat 

memasuki k<nvasan hutan tanpa izin yang berwenang. 
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(3) ·rindakan rncn1b~kar hutan d cnl_;~·~n scngaja di!akuk~n badan h u{~u: ri c.u~n 1 urang 

vang Ji1 z1nkan pihak bcrwcn ur: g untuk bc rkcr_ia :itau bcrnc.Li di l.Ll <lii l ka\\asan 

hutan. 

yang diizinkan n1eta~ukan k c~ ~ a tan usaha di ch~!an1 kJ.\\ 'a :\~l:~ hut ~1n olch pihak 

yang berwenang. 1 : 

Scsuai prinsip Jan aturan hukum b:..d1\\·a, sc1iap or<tng :..ii au h::Jan hu kurn 11dak 

diperkenankan melakukan tindakctn i11embakat hut :1 n kecuali , dil<1kukzrn berdasarkan 

kewenangan yang sah untuk tuju::in-tu_;uan yang dit e ntu~an rni sa lnya • 

a. Pembakaran hutan untuk kepcntingan pembu<.H<:n padang rumput mabnu.n tcrnak 

h. Pcmbabran dilakukan untuk b .: pcntingan r ersiapan lokasi rx :n<marnan pohon di 

ka\vasan hutan. 

[\:mbakaran hutan hutan yang dilakuka11 dcn'!an senga.1a L'rituk kerentinsan 

yang dikehendaki dan telah memper~!eh persetujuan Pemcrintah dinyatakar. sah 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebaliknya diletakkan suatu kewajiban di dalam hukum perlindungan hutan, 

bahwa setiap orang wajib ikut serta ci dalam usaha pemadaman apabila terjadi 

kebakaran hutan. 

'

1 Ibid. hal 16 
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BAB IV 

KESii\lPlJLAN DAN S/' .. RAN 

A. Kesimpulam 

I . Usaha men<!nggulangi akibat .tersebut rnaka usaha-1;saha harus dilaksanakan oleh 

pemegang HPH sehingga perubahan komponen menjadi semini~al mungkin. 

Kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan manusia baik langsung atau tidak 

langsung dapat rncngakibatkan kerusakan pada pohon, tanah, microclimat dan 

margasatwa. 

2. Langka-langkah gugatan tcrhadap pengrusakan l ingkungan dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu : 

a. Jalur luas pengadilan 

b. Jalur pengadilan 

c. Gugatan perwakilan 

' ' 

3. Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata perusahaan HPH tidak 

diatur secara khusus, namun tanggung jawab perdata ini diatur dalam Pasal 1365 

Kitab Un~ang-undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 

tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yakni adanya 

kewajiban pengusaha HPH untuk mengganti kerugian 
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B.Saran 

I. Terhadap Jampak negatif harus dilakukan usaha-usaha untuk mengeleminir kalau 

bisa menghilangkan dampak negatif tersebut sehingga fungsi hutan sebagai 

pcnjaga/ pcn gatur dosistem im:.;ih tctap dapat dircrtahankan. 

2. Usaha-usaha penanggul::rngan darnpak yang timbu! harus dilaksanakan o!eh semua 

pihak yang terkait dengan 1-:tgiatan kehutanan baik itu pemerintah, stoke holder 

dan nwsya rakat. 

3. Hendaknya sduruh pihak bckcrjasama dalam menanggulangi kerusakan 

lingkungan khususnya kerusakan hutan, bukan hanya mengutamakan kepentingan 

pihak-pihak tertentu saja. 

. . 
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